BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAL
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang @ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelotaan Asel Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawes:
{(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1959
Nomer 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822,

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa
{(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014
Nomotr 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahua 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Unidang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3);



4.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentamg
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lemibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturam
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentamg Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia
Nomor 43 Tahun 2014 tentamg Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentamg Desa
(Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturam Pemerintah Nomor 6¢ Tahun 2014 tentamg
Dana Desa Yang Bersumaber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lemibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah beberapa kali diubak, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentamg Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentamg Dana Desa yang Bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara {(Lemibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentamg

Badan Usaha Milik Desa {Lemlbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentamg Pengelclaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalara Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentamg Pengelolaan Keuwangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



MEMUTUSIKAN :

Memetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELQULAAN ASET DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adatah
kesatuan masyarakat hukum: yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/ataun hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemernmtahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sisten pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sehagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa, selanjutaya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Rekening Kas Desa yang selanjutmya disebut RKD adalah rekening tempat
penyimpanan uang Pememmtahan Desa yang menampung seluruh peneri
maan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank
umum yang ditetapkamn.

Aset Desa adalah baramg milik Desa yang berasal dari kekayaan asli mailik
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa {(APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkalan kegiatan mulai dad
perencanaan, pengadaan, penggunsan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaam, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaam, pelaporan,
penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis unatuk merumuskan
berbagai rincian kebuiuhan barang milik desa.
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Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan baramg
dalam ramgka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dam fumgsi.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsumg
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas peraerintahan desa dam
tidak mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dam menerima imbalan uamg tumai.

Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengam
Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat
dalam jangka waktt tertentu tampa menerima imbalam.

Kerjasama pemanfaatan yang selanjutnya disebut KSP adalah pemanfaatam
aset Desa oleh pihak lain dalam jamgka waktu tertentu dalamm ramgka
meningkatkan pendapatan Desa.

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disebut BGS adalah Pemanfaatan
Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikam
bangunan dan/ataw sarana berikut fasilitasmya, kemudian didayagunakam
oleh pihak lain tersebut dalam jamgka waktu tertentu yang telah disepakatii,
untuk selanjutnya diserzhkan kemabali tanah beserta bangunan dan/fatau
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disebut BSG adalah Pemanfaatan
Barang Milik Desa berupa tamah oleh pihak lain dengan cara mendirikam
bangunan dan/ataw sarana berikut fasilitasmya, dam setelah selesai
pembangunannya diserahkam kepada Pemerintahan Desa untuk
didayagunakan dalam jamgka waktu tertentu yang disepakati.

Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam
bentuk fisik, hukwm, dan adomtnistratiif.

Pemelitharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu
dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku
data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan
Pengelolaan Baramg, Pengguna Baramg, dan/ atau kuasa pengguna baramg
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas baramg yang berada dalam
pengguasaanmnya.

Pemimdahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
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Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang
dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya
dalam bentuk baramg.

Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uamg.

Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitumgkan sebagai modal Desa dalarmm BUMDesa.

Penatausahaam adalah ramgkaian kegiatan yang dilakukan meliputi
pembukuam, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengam
keadaan objektif aset Desa.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada
data/ffakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis
tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.

Tanah Desa adalah tamah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah
Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/ataw wuntuwk
kepentingan sosial.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatam, dan
pelaporan hasil pendataan aset Desa.

Kodefikasi adalah pemberian kode baramg pada aset Desa dalam ramgka
pengamananm dan kepastian status kepermilikan.

Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Bupati adalah Bupati Banggaii.

Pasal 2

Jemis aset desa terdiri atass:

a. kekayaan asli desa;

b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;

¢. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atauw yang
sejenmis;

d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peijanjian/kontrak
dan/atau dipetoleh berdasarkan ketentuan peraturan undamg-ymdiargs;

e. hasil kerja sama desa; dan

f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asl desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. tanah kas desa;



b. pasardesa;

¢c. pasar hewam;

d. tambatan perahu;

e. bangunan desa;

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
8. pelelangan hasit pertaniam;

h. hutaa milik desa;

i. mata air milik desa;

j- pemandian umuen; dan

kK- lain-lain kekayaan asli desa.

BAB il
PENGEILOILAAN
Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

(1} Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang
dan bertamggungjewab atas pengelolaan aset desa.

(2) Kepala Desa sebagal pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tamggumgjanab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;

menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset desa;

menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;

menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;

mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan

a0 g

aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai
batas kewenangan; dan
g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atawn bangunan.
(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) huruf e,
berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewen, tambatan
perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanianm, hutan
milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik

desa.
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Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaan pengelolaan aset desa kepada
Perangkat Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdir das :

a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengetola aset desa; dan

b. Unsur Perangkat Desa sebagai Pengurus aset desa.

Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dar
Kepala Urusan.

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu Kepala Urysan yang
melaksanakan fungsi pengelolaan aset Desa sesuai dengan Peraturan Desa
tentang struktur dan organisasi tata kerja pemerintahan Desa.

Pembantu pengelola aset desa dan Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {(5) ditetapkan dengan Surat Kepwiusan Kepala Desa.

Pasat S

Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggumgjanvaiby:;

a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa;

¢. mengatur penggunaamn, pemanfaatan, penghapusan damn

pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset
desa; dam

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b,
bertugas dan bertamggumgjawall:

a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

b. mengajukan rencana kebutuham pemeliharan aset desa;

¢. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh
dart beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala
Desa;
melakukan pembukuan dan pencatatan Aset Desa;
melakukan inventarisasi aset desa;
mengamankan dan memehhara aset desa yang dikelolanya;
menyusun dan menyampaikan laporan aset desa;
memberi label aset Desa; dan
menyimpan dokumen kepemilikan dan Pematausahaan Aset Desa.
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Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 6

Aset desa yang berupa tanah disectifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Aset desa herupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan
dan ditatausahakan secara tertil.

Aset desa dapat diasuramsikan sesuai kemampuan keuangan desa dam
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturar perundang-undangam.

Aset desa dilaramg untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran
atas tagihan kepada pemerintah desa.

Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun.

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputii:

a.

b.

=R e Q0

o=
BBl

perencanaan;,
pengadaam;
penggunaamn;
pemanfaatan;
pengamanam;
pemeliharaam;
penghapusam;
pemindahtamgamnam;
penatausahasam;
pelaporan;
penilaiam;
pembinaa;

. pengawasan; dan

Pengendalian.

Pasal 8

Pengelolaan Aset Desa dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi
pengelolaan aset desa yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.



Paragraf Kesatu
Perencanaan
Pasal 9

(1} Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalafm Pasal 7 huruf a,
dituamgkan dalam Rencana Pembangunan Jamgka Menengah Desa (RPJMDesa)
untuk kebutuhan 6 (enam) Tahun.

(2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satw) Tahun dituangkan
dalam Rencana Keija Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam
APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada dan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Desa.

Paragraf Kedua
Pengadaan

Pasal 10

(1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan
terbuka, bersaimg, adil/tidak diskrininatif dan akumbabell.

(2) Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang
Pengadaan Barang/jasa di desa.

Paragraf Ketiga
Penggumaan
Pasal 11

(1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢,
ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap Tahun dengan Keputusan
Kepala Desa.

(3) Penetapan status penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah diterimanya aset desa berdasarkan dokumen penerimaan aset
desa.

{9 dalam ramgka tertib administrasi pengguna aset desa, Kepala Desa menetapkan
keputusan penunjukan pengguna Aset Desa.

Pasal 12

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat {2) tidak dilakukan terhadap :



a. barang persediaam;

b. konstruksi dalam pengeijaan (KDP); dan

¢. barang yang dari awal pengadeannya direncanakan untuk diserahkan kepada
masyarakat atau kelompok masyarakat.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan

Pasal 13

(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hanya
dapat dilaksanakam sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsumng
untuk menunjang penyelenggaraan Pemenimtahan Desa.

{2) Aset Desa yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atauw
digadaikam.

{3) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. sewa;

b. pinjam pakaii;
¢. KSP; dan

d. BGS atau BSG.

{4) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat {3) ditetapkan dalam
Peraturan Desa.

Pasal 14

Pemanfaatan Aset Desa untuk Sewa, KSP, BGS atau BSG sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13 ayat {3) dilakukan setelah mendapat persetujuan musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 15

(1) Pemanfaatan Aset Desa dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa/Badan
Usaha Milik Desa Bersama kecuali pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai.
(2) Pemanfaatan Aset Desa pada Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau
prestasi lain yang menjadi tamggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BBUN
Desa bersama pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/fU Desa bersama.
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Pasal 16

Mitra Pemanfaatan Aset Desa metiputi :

a. penyewa, untuk pemanfaatan Aset Desa dalam bentuk Sewa;,

b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan Aset Desa dalam bentuk Pinjamm Pakaii,

c. mitra KSP, untuk pemanfaatan Aset Desa dalam bentuk KSP; dam

d. mitra BGS atau BSG, untuk pemanfaatan Aset Desa dalam bentuk BGS ataw
BSG.

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tangguog

jawab :

a. melakukam pembayaran atas pemanfaatan Aset Desa sesuai bentuk
pemanfaatam;,

b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk
pemanfaatam;

c. melakukan pengamanan dan pemelibaraan atas Aset Desa yang dilakukam
pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan Aset Desa;,

d. mengembalikan Aset Desa setelah berakhinmya pelaksanaan; dam

e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam peijanjian pemanfaatan
Aset Desa.

Pasal 17

Pemilihan mitra pemanfaatan Aset Desa didasarkam pada prinsip-prinsip

a. dilaksanakan secara terbuka;

b. memperoleh manfaat yang optimat bagi Desa;

c. tertib administrasi; dan

d. tertib pelaporam.

dalam pemilihan mitra pemanfaatan Aset Desa untuk sewa, KSP, BGS atauw BSG
Kepala Desa membentuk panitia perailihan.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdivi atas :

a. Ketua;

b. Sekretaris; den

c. Anggota.

Panitia Pemilihan diusulkan melalui musyawarah Desa persetujuan
pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang betrjumliah
gasal paling sedikit 3 {tiga) orang terdiri dari unsur :

a. Perangkat Desa;

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

c. Masyarakat Desa.
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{(5) Tuges dan kewenangan Panitia PemillHwan mellpout

a. menyusun reacana jadwal proses pemilihan naitra;

b. mengumumkan pelaksanaanr pemilihan mitra di media informasi Desa;

¢. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;

d. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang
masulk;

e. melakukan seleksi dan negosiasi dengan calon mitra;

f. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil seleksi dan negosiasi;

g. membuat laporan pertamggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan;
dam

h. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/ataw perubahan materi
perjanjian dalam hal diperlukam.

Pasal 18
(1) Biaya persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra dibiayai dari APB Desa.
(2) Biaya persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mehiputi :
a. honorarium panitia pemilihan mitra;
b. biaya penggandaan dokumen; dan

¢. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukumg pelaksanaan pemilihan
mitra.

Pasal 19

(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat {3) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.

(2) Sewa Aset Desa dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan Aset
Desa yang belum atau tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan Desa.

(3) Sewa Aset Desa dilakukan sepanjang tidak merugikan Desa dan tidak

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
Desa.

(4) Jamgka waktu sewa sebagaimana dimaeksud pada ayat (1) paling lama
3 (tiga) tahun sejak ditandatamgami perjanjian dan dapat diperpamjamg:.

Pasal 20

(1) Sewa Aset Desa dileksanakan bend@sarkan perjanjian sewa yang ditanda
tamgani oleh penyewa dan Kepala Desa.
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(2) Pedjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kuramgnya
MermmaEdt
a. para pihak yang terikat dalam peijamjiam;

b. objek peijanjian sewa,

c. jenis, luas atau jumlah baramg., besaran sewa dan jangka waktu;,

d. tamggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
jamgka waktu sewa;

e. hak dan kewajiban para pihalk;

f. kewajiban penyewa mengembalikan aset dalam keadaan baik;

g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(3) Penandatanganan peijanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuwan peraturam
perundangundangan.

(4) Seluruh biaya yang timbul dalamm rangka pembuatan perjanjian sewa
ditanggung penyewa.

Pasal 21

(1) Hasil sewa Aset Desa merupakan penerimaan Desa dan seluruhmya wajib
disetorkan ke RKD.

(2) Pembayaran uang sewa, dapat dilakukan oleh penyewa dengan cara :
a. pembayaran secara tunai kepada bendahara desa; atau
b. menyetorkannya langsung ke RKD.

(3) Pembayaran uamg sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
ditindaklanjuti bendahara Desa dengan menyetorkan ke RKD,

{4) Terhadap pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor kepada Bendahara Desa oleh

penyewva.

Pasal 22
{1) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa Aset
Desa.
{2) Pengajuan permohonan perpanjangan jamgka waktu sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan ketentuan :
a untulk jjamgldes waddttu seevea ldbhh ddatii 11 (fatu) téhum, peermobloovaan
perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum
berakhimya jamgka waktu sewa;



b, untuk jamghka waktu sewa per tahup, permohonan harus disarpaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirmya jamgka waktu sewa;

c- untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling
lambat 10 (sepululn) hari sebelum berakhirnya jamgka waktu sewa; dan

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permaohenan harus
disampaikan sebelum berakhinnya jamgka waktu sewa.

Pasal 23

(1) Sewa aset Desa berakhir apabhila :
a. berakhimya jamgka waktu sewas;
b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian; dan
¢. Ketteemtuan lain sesuai peraturan perundang-undamgan.

(2) Penyewa wajib menyerahkan Aset Desa pada saat berakhimya sewa dalam
keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan
peruntukammya.

(3} Penyerahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gituangkan dalaom
Berita Acara Serah Terima (BAST),

{4) Pembantu Pengelola danfataw Pengurus Aset Desa harus melakukan
pengecekan Aset Desa yang disewakan sebelum ditandatamgaminya Berita Acara
Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi Aset Desa
bersangkutamn.

{5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenulhi.

Pasal 24

(1) Penyewa wajib melakukan pemehliharaan atas Aset Desa yang disewa.

(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Aset Desa menjadi
tamggung jawab sepenuhnya dari penyewa.

(3) Pemelitharaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditujukan untuk menjaga
kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap
untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(4) Perbeikan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhinmya jangka waktu sewa.

(5) Dalam hal Aset Desa yang disewa rusak akibat keadaan kaher
(force majeuwny, perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh
Pemerintah Desa dan Penyewa.
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Pasal 25
Dalam hal Aset Desa selain tanah dan/ataw bangunam yang disewakan hilang
selama jamgka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undamganm.

Pasal 26

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila :

a. penyewa belum menyerahkan Aset Desa yang disewa pada saat berakhinnya
jamgka waktu sewa;

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) belum dilakukan
atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jamgka waktu sewa;
dan /atam

¢. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum selesai dilaksanakan
paling lambat sebelum berakhimya jamgka waktu sewa.

Pasal 27

(1) Dalam hal peeryyencdiean, perbaikan, ddan adéaa empgamizm Aset Desa belum
dilakukan tenthiungg KAsatsdtupubularsejskjak ditentbifammpe suestt tegEm
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, penyewa dikenakan sanksi
administratif berupa surat peringatam.

{2) Dalam hal pparyyeradizan, perbaikan, ddan adaan pevggganisEn Aset Desa belum
dilakukan teerifitogg 11 (bullzn)) sajalic difterdbitkanmys  surat  peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif
berupa denda, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundamg-
u nclamgpaun.

Pasal 28

(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) huruf b hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lainnya dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanab,
bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

(3) Jamgka waktu pinjamm pakai aset desa paling lama 7 (tujub) hari dan dapat
diperpamjamg.

(4) Pihak kedua atau peminjam pakai aset desa dilarang menyerahkan,

melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan aset desa kepada pihak
manapum.
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)

Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang

sekuramng -kuramgmnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjiam;

b.jenis atau jumlabh barang yang dipinjamkam;

c. jamgka waktu pinjamm pakai,

d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
jamgka waktu peminjamam;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g- persyaratan lain yang di anggap perlu.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5} ditindaklanjuti dengan

penyerahan objek pinjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima (BAST).

Pasat 29

Selama jamgka waktu pinjam pakai, peminjam pakat wajib memelihara dan
mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada
Peminjam pakai.

Sebelum jamgka waktu pinjamm pakai berakhir, peminjam pakai harus
membenitahukan akan mengakhiri atau memperpanjang pinjann pakai.

Dalam hal peminjam pakai akan mengakhin pinjam pakai sebelumm masa pinjamm
pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada pemerintah
Desa.

Peminjam pakai dalamm mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 30

KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf ¢, berupa tanah

dan/ataw bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan

b. meningkatkan penerimaan pendapatan desa.

KSP aset desa berupa tanah dan/ataw bangunam dengan pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuam:

a. thiddk teeesedda adtay tiiddk calkkup téeesellda ddana ddddam ARFB TResa uhnitkk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang
diperlukan terhadap tanah dan bangunaw tersebut;
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)

{4)

)

{©)

(1)

b poliRak1Aahn sebba i ana ddinakksud ppaida agya t( 1) ddikheaarzy meepdaninidoan adsay
menggadaikan aset desa yang menjadi objek ketjasama pernanfaatam.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meumiliki kewajiban, antara laim:

a, membayar kontribusi tetap setiap tahun selaraa jangka waktu pengoperasiam
yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama
Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;,

b. membayar semua biaya persiapan dam pelaksanaan keija sama pemanfaatam;
dam

¢. Jamgka waktu keijasamma pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahumn
sejak peijanjian ditandatamgani dan dapat diperpamjamrg.

Perpanjangan jamgka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara mengajukam

permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum jangka waktu beralkihir.

Perpanjangan jamgka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan :

a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan Desa; dan

b. selama pelaksanaam KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturam dam
peijanjian KSP.

Pelaksanaan keijasarma pemanfaatan atas tansh danfatau bangunam

ditetapkan dalam surat perjanjian yang raemuai:

a. para pihak yang terikat dalamm perjanjiam;

b. objek kerjasarma pemanfaatam;

c. jamgka waktu;,

d. hak dan kewajiban para pihalk;

e. penyelesaian perselisiham;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeune); dan

g- peninjauan pelaksanaan peijamjiam.

Pasal 31

BGS atauw BSG sebagaimana dimaksud pada Pasat 13 ayat (3) huruf d berupa
tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan desa;
b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunam dam
fasilitas tersebut.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jamgka waktu
pengoperasian memiliki kewajibam, antara lain:
a. mesnbagparkioortrrthuss ideereddeeriing keas R gsaseeisgp tidhum; dhan
17



b. meenebitia asaoblgék baarzyun ggunpaseendhad dau baapain seeadh g .

(3) Komtribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besaramnya ditetapkam
berdasarkan hasil perhitungan timm penilai yang dibentuk oleh Pemeriniah
Daerah Kabupaten.

{4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan sufat
kepuiusam Bupaiti.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaramg menjaminkam,
menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek BGS atau
BSG.

{6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menamggung biaya yaag
berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaam penyusunan Surat perjamjiam,
dan konsultan pelaksana.

Pasal 32

(1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 20 tahum (dua puluh tahwn) dan
dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan waktu BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa
dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten-

(3) Dalam hal jamgka waktu BGS atau BSG diperpamjamg, pemanfaatan dilakukarn
melalui KSP sebagaimana diatur dalam Pasal 30.

{4 BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkam surat pefjamjian yeng
sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalamm perjamjiam;

b. objek BGS atau BSG;

¢. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam peijamjiamn;

d. penyelesaiaan perselisiham;,

e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeuns); dan

f. persyaratan lain yang di anggap perlw;,

g- bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan BGS
atau BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunar {IMB) atas
nama Pemerintah Desa.

Pasal 33

Pemanfaatan melalui KSP, BGS atau BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
dan Pasal 31 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupadii.



Pasal 34

Hastl pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 31
merupakan pendapatam desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Paragraf Kelima
Pengamanan
Pasal 35
(1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib
dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2} Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
a. adeministrasi antara lain pembukuar, inventarisasi, labelisasi, pelaporan dan
penyimpanan dokumen kepenuilikan;
b. fisik untuk mencegah terjadimya penurumam fungsi baramg, penurunam
puwmlah baramg dan hilangnya baramg;
¢. pengamanan fisik untuk tarah dan bangunam dilakukan dengan cara
pemagaran, pemasangan tanda batas dam papan pengumuman nama tanah
milik desa;;
d. selain tamah dan bangunar sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dilakukan
dengan cara penyimpanan dan pemeliharaam; dan
e. pengamanan hukwum antara lain dengan menyimpan dan melengkapi bukti
status kepemilikan.
(3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dibebankan
pada APB Desa

Paragraf Keenam
Pemelitharaan
Pasal 36

(1) Pemelitharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib
dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2 Tujuam dilakukan pemeliharaan atas aset Desa sebagaimana dimakud pada
ayat (1) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua aset Déesa agar
selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna
dan berhasil guna.

(3 Dalam ramgka tujuam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah Desa
harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan delam juimlah yang
cukup.
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(4)
C)

(1)

(2)

(3)

(4)

)

(6)

Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APB Desa.
Dalam hal Aset Desa dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya
pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan aset
Desa.
Paragraf Ketujuh
Penghapusan
Pasal 37

Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 7 huruf g

merupakan Kkegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data

inventaris desa.

Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

hal aset desa karena teijadiimya, antara lain:

a. beralih kepenilikan;

b. pemusnahamn; atau

c. sebab lain.

Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) huruf a, antara lain:

a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumm tetagp.

¢. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusam pengadilan
sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik
desa.

Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) huruf b, dengan

ketentuam:

a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atauw tidak rmemiliki
nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;

b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dihancurkam,
ditenggelamkan, dilarutkan ataw dengan cara lain.

¢. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan
Kepala Desa tentang Pemusnaham.

Penghapusan aset desa karena teijadinya sebab lain sebagaimana dimaksud

pada ayat 2 huruf ¢, antara lain:

a. hilamg;

b. kecuriam;

c. terbakar.

Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian dan terbakar maka Pemerintah desa

atau pengguna aset desa melaporkan terlebih dahulu kepada aparat penegak

20



Rukui uptuk memperoleh keputusan hukuem sebelum dilakukan proses
penghapusan.

Pasal 38
Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan
Kepuiusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39

(1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 tidak
perlu mendapat persetujuan Bupati.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat
Berita Acara dan ditetapkan dengan Kepwtusan Kepala Desa.

Pasal 40

(1) Aset milik desa yang desamya dihapus sehagai dampak pembangunan seperti
waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai
pendapatan daerah.

(2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti
waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.

(8) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan
desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana
prasarana desa.

(#) Aset millk desa yang desa-nya dihapus danjfataw digabung dalam rangka
penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang
digabumg.

Paragraf Kedelapan
Pemindahtanganamn

Pasat 41

(1) Bemwuk pemimdshitanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pesal 7
huruf h, meliputi:

a. tukar menukar;
b. penjualam;
¢. penyertaan modal Pemerintah Desa.
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(2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati
melalui musyawarah Desa.

(3) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Tapah dan fataw bangunan railik desa hamya dilakukan dengan tukar menukar.

Pasal 42

Asét desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b,

apaitila:

a. Aset desa tidak memmiliki nilai manfaat dan/atam nilai ekonomis dalam
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. wntuk  optimalisasi  Aset Desa yamgg Oeetbdith  aatau ik
digunakan/dimanfaatkam;

e secara ekonomis lebih menguntumgkan bagi Desa apabila dijual; dan

Aset desa berupa tanaman tumbwhan daan tewrekk yeom dididetddda oddah

Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing dan

lainmya..

=

Pasal 43

{1) Penjualan aset dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.

(2) Penjualan langsumg sebagaimana dimaksud pada ayat {1) antara lain meja,
kursii, komputer, mesin tik serta tanaman tummbuhan dan termak.

(3) Penjualan melalui lelang antara lain kendaraan bermotor, peralatan raesin.

(4) Penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila
telah memenuhi persyaratam, yakni berusia paling singkat 7 {tujul) takwym.

{5) Penjualan aset melalui penjualan langsung dan/ataw lelang dilaksanakam
Pemerintah Desa dengan menghadirkan Perwakilan Badan Permusyawaratan
Desa, kelembagaan masyarakat Desa dan Masyarakat Desa.

{6) Penjualan Aset Desa dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan
keputusam Kepala Desa tentamg Penjualam.

(7) Uang hasil penjualan Aset Desa dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai
pendapatan asli desa dari hasil aset.

Pasal 44

(1) Penyeraan modal Pemenimtah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam Fangka pendiFan,
pengembangan dam peningkatan kinerja Badan Usaha Mililk Desa / Badan
Usaha Milik Desa Bersama.
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(2) Penyertaan modal sebagsimana dimaksud pada ayat (1) selain tamah dan
bangunam.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dibahas dan diputuskam
dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Paragraf Kesembilan
Penatausahaam

Pasal 45

(1) Pengurus Aset Desa melakukan pembukuam, pencatatam dan inventarisasi Aset
Desa menurut penggolongan dan kodefikasi Aset Desa.

(2) Pencatatan Aset Desa sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu
Identitas Barang (K1B) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

(3) Kartu identitas Barang (KIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a) Kartu ldentitas Barang (KIB) A Tanalh;
b) Kartu Identitas Barang {KIB) B Peralatam dam Mesin;
¢) Kartu Identitas Barang (KIB) C Gedung dan Bangunam;
d} Kartu Identitas Barang (KIB) D Jalam. Irigasi dan Janingan;
e) Kartu Jdentitas Barang (KIB) E Aset Tetap lainmya;
f) Kartu ldentitas Barang (KIB) F Komstruksi Dalam Pengerjaam; dam
g) Kartu ldentitas Barang (KIB} L Aset Tidak Berwujud.

Pasal 46

1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada
Pasal 11 diinventarisir dalam buku inventaris aset desa menurut pemggolongan
dan diberi kodefikasi.

2) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa yang berada dalam
penguasaanmya melalui :

a) Pelaksanaan Opname fisik sekuramg-kurangnya sekali dalam L (satw) Tahum,
untuk Aset Desa berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan
(KDP); dan

b) Pelaksanaan sensus baramg yang dilakukan sekurang-kuramgmya sekalli
dalam 5 (lima) Tahum, untuk Aset Desa selain persediaan dam dan
konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

2) Kodelikasi sebagaimana dimaksud datarm Pasal 45 ayat (1) dan dalam Pasal 46
ayat (1) diatur dalam pedoman umumm mengenai kodefikasi aset desa yamg
ditetapkan kementerian Dalam negeri.
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Pasal 47
1) Pengurus Aset Desa Menyusun laporan Aset semesteran dan tahwumah.
2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.
3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa Kepada
Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusam penyelenggaraan
pemerintaham Desa dam Camat.

Paragraf Kesepuluh
Penilaian

Pasal 48

Pemerintah Kabupatem bersama Pemernintah Desa melakukan inventarisasi dan
penilaian aset Desa sesuad ketentuan peraturan perundamg-undangam.

Pasal 49

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan berupe tamah dan/atam bangunan dilakukan
oleh Penilai Pemerintah ataw Penilai Publik.

BAB 1l
TUKAR MENUKAR
Pasal 50

Pemindahtanganan aset Desa berupa tamah melalui tukar menukar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hueuf a terdiri dari:

&. untuk kepentingan wmums;

b. bukam untuk kepeatingan wmum; dam

¢c. tanalh kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan
wenuIm.

Baglan Kesatu
Untuk Kepentingan Umum
Pasal 51
(1) Tukar rmenukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan
uonuim sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 50 hutuf a, dilakukan sesuai
dengan ketentuamn peraturan perundang-undamgamn.
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukam dengan
ketentuiaw:
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% lkar meAukar dilakukan setelah teijadi kesepakatan besaran ganfl FUf
sesual harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan Rilal Wajar
hasil perhitungan tenaga penilai; |

b apakila tanah pengganti belum tersedia maka terhadep tanah PEREGAR(!
i2clebih dahuly dapat diberikan berupa Liang:

C. peRgGARLIAR bBerupa uamg sebagaimana dimakeud pada huruf B harys
digunakan uatuk membeli tanah pengganti yang senilas; |

¢ tapah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ divtamakan berlokast
di Desa setempat; dam

¢ ababila lokasi tanab pengganti tidak tersedia di Desa setompat sebagaimans
dimaksvd pada huruf d, tamah pengganti dapat berlokasi dalam Ssaty
lkesamatan danfataw Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsumg:

Pasal 52

(1) Tukar menukar tamah millk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
dilakukan dengan tahapaon:

&. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah
Desa tentamg tuker menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tamah
pengganti berada pada desa setempat atau berlokasi dalam satu Kecamatan
dan/ataw Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung; dan

b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk
selanjutmya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubermuy:

(2} Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa seterpat sebagaimana
dimaksud dafam Pasal 51 huruf e dilakukan dengan tahapag:;

& Bupati melalui tim tukar menukar aset Desa melakukan tinjauan lapangan
dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materil dan fSFmil Yang
ditvamgkan dalam berita acai;

b: hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana Simaksud paga
Ruref & dissmpaiken kepada Gubemur sebagai bahah pertimbBARGAR
pemberian persetujuam;;

¢ gebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud Ruruf B, GBHREMUF
fapat melakukan kumjungan lapangan dan verifikasi daia; dap

f-seteiah  Gubemur memberikan persetujuam, selanjuinya Kepala Bes
MEREtapkan Peraturanm Desa tentang tukar menukar laRAR Bilik desa.
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Pasal 53

(1) Timjavan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan
untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik
desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.

(2) Verifilkasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat {2) dilakukan untuk
memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh uasur
dari Pemenintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak
pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan,
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/ataw instansi
terkait lainnya.

(3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak
dan/atau instansi terkait lainnya.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:

a. hasil musyawarah desa;
b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaanmnya; dan
<. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 54

(1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal S1 ayat {2) huruf b,
apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif
sedikit ataw wang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tamakn.

(2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh Bupati.-

(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa
dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum
Pasal 55

(1) Tukar menukar tanah railik desa bukan untuk pembangunan kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b hanya dapat dilakukan
apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap
memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruamg wilayah (RTRW).

(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumaham.
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3

(1)

(2)

Tokar menmukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuam:

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaram ganti rugi
sesual harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar
hasil perhitungan tenaga peniai;

b. tanalk pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;

c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana
dimaksud pada huruf b, tamah pengganti dapat berlokasi dalam satu
kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung:.

Pasal 56

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal S5

ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentamg tukar menukar Tanah milik desa;

b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah
mendapat ijin dar Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;

c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b,
terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupatem;

d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ keanggotaannya
terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhamn
serta ditetapkan dengan Keputusan Bupaiti;,

e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan
mengikutsertakan tenaga penilai;

f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ melakukan
pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan
tidak merugikan aset desa,

g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan
pertimbangan; damn

h- hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampalkan kepada
Gubemur untuk permohonan ijin.

Gubemur sebelurn menerbitkan ijin terhadap tukar menukar tanah milik desa,

sebagaimana ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan kajian melalui

tinjauan lapangan dan verifikasi daiea¢

Pasal 57

(1) Timjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan

untuk melihat dan mengetahui secara matesiil kondisi fisik lokasi tanah milik

desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
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(3) Verifilasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan urtwk
mempereleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dibadin eleh URSHF
dasi Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak
pamilik tanah yang digupakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan,
Pemeriniah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atal instamsi
terkait iainmya.

(8) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatamgami oleh
para pihak dan/atau instansi terkait lainmya.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara Jain:

a. hasil musyawarah desa;

b. letak, luasam, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkam penggunaammya;
dan

e. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dam penggantimya.

{5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dam
pertimbangan Gubemur untuk menerbitkan ijin dan selanjutmya disammpaikamn
kepada Menteri untuk mendapatkam persetujuam.

Pasal 58

(1) Menteri melalui Direktur Jemderal Bina Pemenintahan Desa melakukan tinjauam
lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran matetiil dan formil
yang dituangkan dalamm Berita Acara sebelum memberikan persetujuam.

(2) Hasil tinjavan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Mentewi.

Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umusm

Pasal 59
(1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa ataw tanah milik desa tidak satw
hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan /ataw tamah milik
desa yang didalamnya terdapat tanah pilhak lain dapat dilakukan tukar
menukar ke lokasi desa setefmpat.
(@) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalaim

rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan
berhagil guna.
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(3) Tuikar Menukar tansh milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan dengan ketentuam:
a. tukat menukar tamah wmilik desa dimaksud harus semilai demgan tamal

penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentamg tukar menukar tanah milik desa;

dam
. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkam setelah

mendapat ijin dari Bupati.
Pasal 60

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Pasal 55, dam
Pasal 59 dihapus dari daftar inventaris aset Desa danm penggantinya dicatat dalam
daftar inventaris aset Desa.

Pasal 61

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian
sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pade Pasal 51, Pasal 55,
dan Pasal 59 dibebankan kepadea pihak permohomn.

BAB 1V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa;,
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.

BAB V
PEMIBEIRYAAN

Pasal 63

Dalam ramgka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pefbiayaan
dibebankan pada APB Desa.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pengelolaan aset desa khususmya yang terkait dengan pemanfaatan dan
pemindahtanganan yang sudah beijalan dan/atan sedang dalam proses sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

(1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang
ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

(2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas
M.

(3) Kelkayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang
dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 66

Ketemtuan mengenai :

a. Pormat Keputusan Kepala Desa tentang Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset
Desa sebagaimana dimaksud datam Pasal 4 ayat (8);

b. Format Kepuwtusan Kepala Desa tentamg Penggunaam Aset Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat {2);

c. Format Keputusan Kepala Desa tentamg penunjukan pengguna aset desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

Format peijanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:

Format perjanjian pinjarn pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28:

Format perjanjian KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30:

Format perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32:

Format Berita Acara dan Kepuiusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4):

e ™ e o
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i, Format Kartu Identitas Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;

J- Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimsna dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (1)

k. Format berita acara opname fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat {2); dan

l. Format laporan Aset Desa semesteran dan tahuman sebagaimana dimaksue
dalam Pasal 47.

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VIIj
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67
Ketentuan yang mengatur mengenal aset desa wajlb menyesuaikan dan
berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tamggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai

Ditetapkan di Luwuk
pada tamggal 46 Desemiber 2028
7 BUP

/
I/

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 16 Desemibey 20217

'DAERAH KABUPATEN BANGGAT TAHUN 2021 NOMOR 2604
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENGELQUAAN ASET DESA

a. Format Kepuwiusan Kepala Desa tentang Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset

Desa

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KEPALA DESA...............
NOMDR. ... TBHHUN.........co o

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN

PENGURUS ASET DESA.....c.ccove.

KEPALA DESA......,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4)

Peraturam Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentamg Pengelolaan
Aset Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa............. tentang Penetapan Pembantu FPergelola Aset damn
Pengurus Aset Desa...........;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentamg Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi {Lomlbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaag Pemerintahan
Daerah (Lamitaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentamg Cipta
Kefja (Lemixaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lemibaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentamg
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentamg Desa (Lembbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

beberapa kali terakhir dengan Peraturam Pemerintah
Nomor 11 Tahum 2019 tentamg Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentamg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentamg Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahum 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentamg
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

5. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor .... Tahum .....
tentamg Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupatem
Banggai Talhwm .....N\Nomor-.........)J;

6. Peraturan lain yamg relevan

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA DESA ....... TENTANG PENETAPAN

PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN PENGURUS ASET DESA

uuuuuuuuuuuuuuuuuu

: Menetapkan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset

Desa dan Kepala Urusan ........ selaku Pengurus Aset Desa
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

: Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa;

c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusam dan
pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala
Desa;

d. melakukan koordinasi dalamm pelaksanaan inventarisasi aset
desa; dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
aset desa.

Kaur.............. selaku Pengurus Aset Desa sebagaimana

- dimaksud dalam Diktumm KESATU bertugas :

a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

b. mengajukan rencana kebutuhan pemeliharan aset desa;,

¢. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa
yang diperoleh dari beban APBDesa danm perolehan lainnya
yang sah kepada Kepala Desa;

d. melakukan pembukuan dan pencatatan Aset Desa;

e. melakukan inventarisasi aset desa;

f. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya;

g. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa;

h- memberi label aset Desa; dan

1. menyimpan dokumen kepemilikan dan Penatausahaan Aset
Desa.

: Keputusan ini nmulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dii........ccoves e
pada tanggsll...........cc.cc...

KEPALA DESA...... (Nbamalsesp)

{Nama Tanpa Gelar dam Pangkai)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA........(\Nmaa Deay)

NOMOR  TAHUN

TENTANG STATUS PENGGUNWAAN ASET DESA

PEMBANTU PENGELQILA DAN PENGURUS ASETDESA ...................

NO NAMA JABATAN PERANGKAT | JABATAN PENGELOLAAN
DESA ASET DESA
| T [ — Sekretaris Desa Pembantu Pengelola Aset
Desa
- S R —— [T ) R Pengurus Aset Desa

KEPALA DESA ......(Nbamaalbeahn)

(Nama Tanpa Gelar dam Pangkai)




. Format Kepwtusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa

Menimbang

Mengingat

b.

KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KEPALA DESA..........

NOMOR. ... TRHHUN............
TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA..........

bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam
ramgka mendukumng penyelenggal‘am
Pemerintahan Desa...-...ocvrvere

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentamg Status
Penggunaan Aset Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentamg
Desa (Lomiaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495%).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahur 2014
tentamg Peraturam Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2014 tentamg Desa {Lemibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lemibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahum 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dam Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentamg Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentamg Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan



Memperthatikan

Memetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

5. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor .....

Tatbuwrm . ....teemaaggPRmygdbdiaan ssetildesa( Brifaa
Daerah Kabupaten Banggai Tahun ...... Nomor

qicdr= .') };

6. Peratyran lain yang relevan

O WM

MEMUTUSIKAN

Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa,
APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan
digunakan dalam rangke mendu kumg
penyelenggaraan Pemerimtahan Desa .........ccocmuens
sebagaimana terlampit;

Lampiran sebagaimana pada Diktum S3SATU (1)
merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku
Inventaris Aset Desa;

Aset Desa yang tidak langsung untuk raendukumg
penyelenggaraan  pemerintahan desa  dapal
didayagunakan dalam rangka meningkatkan
pendapatan desa;

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tamggal ditetapkan.

Ditetapkan dii .....c......co...

KEPALA DESA.....(NomaalRean)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkai)



No.

Jenis
Barang

Kode
Barang

Spesifikasi
Barang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA......... (Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

Asal usul Barang Jum lah Tahun Nilai Perolehan Ket.
Kekayaan APBDesa Perolehan Lain Barang Perolehan
Asli Desa Yg Sah
> 6 7 8 9 10 1

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



Eormat Keputusan Kepala Desa tentamg penunjukan pengguna aset desa

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KEPALA DESA.........

TENTANG

PENUNJMIKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA..........

bahwa dalam rangka tertib administrasi
pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat
atau staf perangkat desa yang menggunakan
aset desa;

bahwa penggunaan Aset Desa sehagaimana

" dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka

mendukung penyelenggaraan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa tentamg
Penunjukan Pengguna Aset Desa;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentamg
Desa (Lemibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 549%).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentamg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 553%) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedus Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lemibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturam Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{Lemibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentamg Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864j);

4. Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 1

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

5. Peraturam Bupati Peraturan Bupat Nomor ...

Talhum ..-.IeemaggPﬂmgéMth“a(ﬂﬁﬁl;;
Daerah Kabupaten Banggai Tahun ..... Nomor

MEMUTUSKAN

Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang
namanya tercantum dalam lampiran keputusam ini
untuk menggunakan aset desa.........

Lampiran sebagaimana pada Diktum SATU (1)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

Pengguna Aset Desa bertamggung jawall:

a- Menjaga, memelihara dan merawat aset desa
dengan baik.

b. Melaporkan kondisi aset desa yang
dipergunakan secara berkala kepada Kepala
Desa melalui Pengurus aset desa.

Penggunaan aset desa berakhir apalbila:

a. Berakhir masa tugas;

b. Mutasi; dan

c. Berhenti/diberhentikan

Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana

dimaksud pada Diktum KETIGA dibebankan pada

APBDes.

Kepwiusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada

tamggal ditetapkamn.

Ditetapkan di .................
pada tamggal ......._.._.._..

KEPALA DESA.......(Nama Deah)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkai)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR........ TAHUN...........

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

) Spesifikasi Tahun Nilai Perolehan Ket.
No. Nama jabatan Jenis Kode Ko_de Barang Jum lah Perolehan
Barang Barang Register Barang
1 2 3 4 5 6

KEPALA DESA........ (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



d. Format Perjanjian Sewa

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN .......coormsresivrane..
DERK ...coanasescscrannons

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH/BANGUNAN
PEMERINTAH DESA.......oveuavrers
NOMOT ...t eecnemicnnone s cnans

Pada hari ini ,» tanggal Bulan Tahum . Yang

bertanda tamgan di bawah ini:

L Nama

Jalbatan
Alamat
No. KTP

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa ............... yang
selanjutnya disebut PIHAK FERPAMA

2.

Nama

Pekerjaan

Allamat

No. KTP

Dalam hal ini bertindak atas nama diti pribadi yang selanjutmya disebut PIHAK
KEDUA

Para pihak menerangkan teclebih dahwlw:

1.

Bahwa PTHAK MERPAMA adalah yaag paling berhak penub dan perilik
sah sebidang tanah/damgunam Hak Milik yang diuraikan dalam ( e
nomer sertifikat tanath ), yang tetletak di ( alamat lengkap

lokasi tanah ), dan diuraikan lebih lanjut dalam ( ROMOF
gambar sttuasi ), seluas [( —) (—luas tanak dalam huruf —)] meter
persegi, dengan batas-batax:

Utara o | )
Selatan | )
Barat o )
Timur | )

Dan untuk selanjutnya disebut TANAHFBANIINDAN.

Bahwa PIHAK FENRTAMA akan menyewakan TANANFBANGINAR tersebut
di atas kepada PIHAK HEDUA dan PIHAK HEEDIMA benar-benar telah

menyatakan persetujuanmya untuk menyewa TANAHFPANGUMNAN dasi
PIHAK PEIRTAMA



(1)

)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

Bahwa para pihak menerangkan, bahwa PIHAK PERPAMA dengan ini
menyewakan kepada PIHAR HMHEDMM, yang dengan ini menyewa
TANAHBACHATAN dari PIHAK FMERPAMA, yang ditanda tamgami oleh
kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam
peijanjian ini,

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Sewa
TANAHBANGUNAN ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 8 (Delapan) peswd). seperti berikut
di bawah ini :

Pasall 11
Jangka Wsktu

Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jamgka waktu ...
{(Hwuf) Tahun {Maksimal 3 Tahunm), terhitung sejak tamggal { —— tamgyed,
bulan, dan tehwm — ) dan berakhir pada tamggal ( —— tamger¥, bulam,
dan tahun —)).

Setelah jamgka waktu tersebut berakhir dan PIHAK FEDIM berraaksud
untuk memperpanjamg, maka PIHAK HEEDMM harus memberitahukan
kepada PIHAK FRRPAMA secara tertulis, selambat-lambatnya [(—))({—
waktu dalam hurwf—)] bulan sebelum berakhirnya peijanjian ini.

Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tamah
tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian baru.

Pasel 2
Harga Sewn dian Tadiapaa Pembapyrann

Biaya sewa selama ... (hunuff tahum ditetapkam sebesar Rp ......cccocovrnni
(oo RO RN
Pemhayaran dilakukan secara tunaif tramsfer dikirimkam ke rekening

P ) T <. (Feervifrggdésad).

Pembayaran dilakukan dengan cara di cicil, dengan rincian sebagai
bermitautt:

a. Tahun Pertama sebesar Rp .....cocoove (PR {11 T: i )N
dibayarkan setiap Triwulan dengan besaran sesum kesepakatan para
pihak ;

b. Tahun Kedua sebesar Rp .cccvivivins {ivsveovervesranveree-  RUPIAN),
dibayarkan setiap Triwulan dengan besaran sesuai kesepakatan para
pihalk.

Passl 3
Kewajibaa Pihak Pertama

Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah/Bamgunam
dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.

Pajak Bumi dam Bangunan atas Tanah/Bamgunan dimaksud menjadi
Kewajiban Pihak Pertama..



&)

(4)

(1)

(2)
©)
(4)
9

(1)
)

3
4

S

(1

(2}

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Tanah/Bamgunamn
yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik Pihak Pertama,
tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas damn sitaam, tidak
tersangkut suatu perkara hukwm dan belum pernah dijual atau dialihkam
hak-haknya kepada siapapun juga.

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama peijamjian ini
berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tumtutam ataw gugatam
dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah/Bamgunanm tersebut sebelum
di sewa oleh Pihak Kedua.

Passl 4

Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua memiliki kewajiban atas pemeliharaan dan menjaga Aset Desa
yang menjadi Objek Sewa selama masa sewa,segala kerusakan atawpum

kehilangan yang timbul selama masa sewa menjadi tamggung jawabk Pihak
Kedua.

Pihak Kedua memiliki kewajiban membayar semua biaya yang tinmbul
dalam persiapan dan pelaksanaam Keijasama Pemanfaatam.

Pihak Kedua dilarang menjamin/menggadaikan Tanah/Bangunam yang
dimaksud datam perjanjian ini.

Pihak Kedua dilarang merubah bentuk, fungsi dan manfaat atas Aset Desa
yang menjadi Objek Sewa dalam perjanjian ini-

Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunam,
selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban Pihak Kedua.

Passll &
Berakhizmym Perjanijiam

Tujuan Peijanjian telah tercapai.

Salah satu pihak tidak melaksanakan atau wmelanggar ketentuam
Peijanjian.

Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundamg-Undangan.
Terdapat hal yang merugikan kepentingam masyarakat Desa, daerah atau

Berakhimya jamgka waktu Peijanjiam.

Pesad 16
Force Majeure

Yang dimaksud dengan fovce majeure dalam Peijanjian ini adalah peristiwa
yang teijadi diluar kendali Pihak Pertama dan Pihak Kedua seperti bencana
alam, huru-hara, peramg, kerusuhan massa, dam kebijakan Pemerintah
baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah/Bangunam Pihak
Pertama dan /atauw Pihak Kedua yang dimaksud dalamm perjanjian ini.

Apabila Tanah/Bangunan Pihak Pertama dan/ataw Pihak Kedua yang
dimaksud dalam Peijanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapum
karena peristiwa fovce majewre, maka segala kerugian yang timbul akae
sepenuhmya menjadi beban dan tamggung jawab masing-masing pihalk.



(3} Dalam hal peristiwa fovece majeure tersebut di atas mengakibatkan kegiatan
usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian int ditutup dan/atau
tidak dapat beroperasi maka para plhak sepakat untuk mengakhiri
Perjanjian ini dan untuk selanjuthya masiag-reasing pihak saling
melepaskan haknya dan untuk tidak saling menuntut pihak lainnya.

Panad I7
Lain-Laiin

(1) Hai-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai
perjanjian tambahan (addendwm) yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.

(2) Semua perselisihan yang tirabul dari atau sehubungan dengan perjanjian
ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila dalam
proses secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang
timbul, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum sesuai
dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

(3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup,
masing-masing pihak memegang satu diantaramya sebagai asli dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Passd 8
Penutup

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat, setelah para pihak membaca dan
memahami tanpa paksaam atau tekanan dari siapapun bersama-sama
menyepakatinya dengan disaksikan oleh 2 {dua) orang saksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Meterai Meterai
{Name JdinsTEappaGelakir) (Nama  Adlas Tiaeppa
Gelaw)
{Jabaterny) {Jabatem)
SAKSE PIHAKI]: SHISHFPHAKEON :
. (BN -
(fabatam)
p—: ) - -
{jabatau)
b e (OO WA FARARAT) =

{jabatan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Dm...”o détbbbrroverrres
B ST i —— L Emme ]

A D DENDUNM

SURAT PERJANIIAN
Tanggal :
SEWATANM{I/BANGUNAN PEMEJRI«ITN-I DESA

ATAS
SURAT PERJANIIAN
NOMOT © ..o
Tanggal © «.coocerevieccrcmrerenn,
SEWA TANAH/BANGUNAN PEMERINTAH DESA

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut

Addendum Kontrak) dibuat dan dttandatamgani di .....ccoccevnee.. pada hari
vers oo TEATERERAD. ..o o1oee o, (DUIAN . SRR - 111} | FRRRODURORRY: - | 1 ¢- W
L. Nama :
Jalbatam Selaku Pemenmtah Desa ___
Selanjutnya di sebut PIHAK KESATU
2. MNMamma
Jabatam : Selaku Penyewa

Tanah /Bangunan Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah saling
mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum Sewa-Menyewa
berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor: tamggal tanggal bulan
takun (“Perjanjian®), dimana PIHAK PERTAMA telah menyewakan kepada
PIHAK KEDUA sah sebidang tanah/tremgunan Hak Milik yang diuraikan
dalam { nomRerssetifiiadit savacth )),yeanugt e tbd eddecdi({- addawadnt
lengkap [okasi tanah ), dan diuraikan lebih lanjut dalamm { ——
nomor gambar situasi ), seluas [( —) (—luas tanah dalam hunyf—))
meter persegi, dengan batas-batas:

Utara :
Selatan ol
Barat |
Timur N

2. Balhwa, dalam Rejagjao terseio FHAK KEDUA akan menyews sebidang
Tanah Milik PIHAK PERTAMA dengan jamgka waktu sejak tamggal tanggal
(huruf) bulan tahun sampai dengan tanggal tanggal (huruf) bulan tahum,



3. Bahwa, olech karena satu dan kin hal maka PIHAK KEDUA telah
mengajukan kepada PIHAK PERTAMA perpanjangan jamgka waktu sewa
Tanah/Bangunan sebagaimana dimaksud Butir 2 diatas selama _ (hwaij
Tahun, dan terhadap pengajuan perpanjangam waktu Sewa
Tanah /Bangunan itu PIHAK PERTAMA telah menyetujuinya.

Berdasarkan uraiam tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat umtuk
melakukan Adidendum terhadap Perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuannya sebagai berikut:

3. Mdidkukan perubahan Pasd|_ PRejpangjaant edrtbarg sobbggii
berikut:
Semula:
Pasal 1L
Jangka Waktu

Jamgka waktu sewa PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk jamgka

waktu ... (Hurui} Tahun (Maksimal 3 Tehum), terhitung sejak tamggal { —
tanggal, bulam, dan tahwn —— ) dan berakhir pada tamggal ( —— tanggall,
bulan, dan tahum —);.

Berubah Menjadi:

Passll 11
Jangka Wxktu

Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jamgka waktu ...
{Hurvi] Tahun [(Maksimal 3 Tahun), terhitumg sejak tamggal ( —— tamggmil
bulan, dan tahum —))ddanbbeeddhirppadatanggghl(-——tanngablbidan,ddan
tahum —)).

4. Adittendium iini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana
disebutkan dalam bagian awal Addendum ini.

3. Hal-hal lain yang telah diatur dalamm Perjanjian yamg tidak dilakukan
perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Addendum ini dibuat dalamm rangkap 2 (duz} bermeterai cukup,
masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempumyai
kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIRAK FERTAMA PMHNK RRDA A
Meterai Meterai
(N:::; Jellas thanipxoggtaie)r) {Nama Jeias tanpaa
ge
(fabatan) {iabatan)

Catatam:

Surat perjanjian sewa dapat ditambahkan sesuai dengan kesepakatam para
pihak tanpa menguramgi kebijakan dalam pengelolaan aset desa.



e. FoomeatMRejgar)jian Seva

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN ....coooovevemirrrren..
DERA .cooovsrannasssesans

SURAT PERIANIKN PINJAM PAKAI
PEMERINTAH DESA

NOMOTL © o ooevvcrvoernmersome s somrses s sues sonrs
Pada hari ini ,» targgal Bulan Tahun . Yang
bertanda tamgan di bawah ini:
1. Nemea :
Jalbatamn :
Alamat
No. KTP
Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa ............... yang
selanjutnya disebut PIHAK FERTAMA
2. Nama
Pekerjaan
Alamat
No. KTP
Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa VseeNgg

selanjutnya disebut PIHAK HEDIMA

Para pihak menerangkan terlebih dakwlu:

5.

Bahwa PIHAK FHERPAMA akan meminjamkan sejumlah Aset Desa
kepada PTHAK HEDUA dan PIHAK HEDIA benar-benar telah menyatakan
persetujuannya untuk meminjam Aset Desa dari PIHRK
PERTAMNA.

Bahwa para pihak meneramgkan, bahwa PIHAK MERTYAMA dengan ini
meminjamkan kepada PIHAK KEDWA, yang dengan ini meminjamm
sejumlah Aset Desa dari PIHAK FERPAMA, vang ditanda tamgami oleh
kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam
perjanjian ini.

Rincian atas sejumlah Aset Desa sebagaimana dimaksud di atas akam
disebutkan dalam Perjanjian Pinjamm Pakai ini.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Pinjam Pakai ini
dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yamg
diatur dalam 8 (delapan) paxad] seperti berikut di bawah ini :



(4)

5

{5)
©

(6)
@
L)

)

Passll 1L

Jenis diem Jusmbele Bharseny)

Jemis dan Jumlah baramg yang akan dipinjamkan oleh Pihak Pertama yaitu,

antara laim;

a...........J Umikalak -

Passl 2
Jangka Wxktu

Pinjamm Pakai ini dilangsungkan dan diterima untuk jamgka waktu 7
(Tujuly Hari, terhitung sejak tanggal ( ——tanggedl,bbddart, ddant adhwm —))
dam berakhir pada tamggal ( ——tanggghi bbddan ddant sdfum-—-)}.

Setelah jamgka waktu tersebut berakhir dan PIHAK HEDUA bermaksud
untuk memperpanjang, maka PIHAK HEDJA harus memberitahukan
kepada PIHAK FERTPAMA secara tertulis, selambat-lambatnya [(——))((—
waktw dalam humf--)] bulan sebelum berakhimya peijanjian ini.

Pasnd 4
Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Objek Perjanjian
Pinjam Pakai dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Objek Perjanjian
Pinjamm Pakai yang disebutkan dalam pefjamjian ini benar-benar milik
Pihak Pertama, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dar
sitaam, tidak tersanglut suatu perkara hukusnh dan belum pernah dijual
ataw dialihkan hak-hakmnya kepada siapapun juga.

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama pefjamjian ini
berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutam atau gugatan
davi siapapun juga berkenaam dengan Objek Perjanjian Pinjara Pakai
tersebut sebelum di Pinjam Pakai oleh Pihak Kedua

Pexa) 5
Kewagjiban Pihak Kedua

Pihak Kedua memiliki kewajiban atas biaya operasional yang timbul
selama masa peminjaman

Pihak Kedua memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan selama masa
penminjamann.

Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk menjaga dan raenyimpan dengan
baik atas Objek Perjanjian Pinjam Pakai yang disebutkan dalam Pasal 1,
dan mengembalikan sesuai dengan keadaan pada saat menerima dari
Pihak Pertama.

Apabila teijadi kerusakam atauw kehilangan pada Objek Pinjam Pakai
karena kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua memiliki kewajiban
untek melakukan penggantian secara penuh atas kerusakan yang teijadi
terhadap Objek Pinjam Pakai.



(1)
¢

3

(4)
5
(6)
7

4

{5

()

4

(S}

(6}

Pesxl &
Berakhimmya Perjanjinn

Tujuan Perjanjian telah tercapai.

Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian Pinjam Pakai
tidak dapat dilaksanakam.

Salah satu pihak tidak melaksanakan ataw melanggar ketentuan Perjanjiam
ini-

Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undamgam.

Objek Perjanjian Pinjam Pakai hilamg.

Terdapat hal yang merugikan masyarakat Desa.

Berakhirnya jamgka waktu Perjanjian.

Passl 7
Force Masjeure

Yang dimaksud dengan ffivce majeure dalam Perjanjian ini adalah peristiwa
yang terjadi diluar kendali Pihak Pertama dam Pihak Kedua, termasuk
tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, peramg, kerusuhan
massa yang mempengaruhi Objek Pinjam Pakai Pihak Pertama dan/atam
Pihak Kedua yang dimaksud dalam petjanjian ini.

Apabila Objek Pinjam Pakai milik Pihak Pertama dan/ataun Pihak Kedua
yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk
apapun karena peristiwa trce majeure, maka segala kerugian yang timbul
akan sepenuhnya menjadi beban dan tamggung jawab masing-masing
pihak

Dalam hal peristiwa ffirce majeure tersebut di atas mengakibatkan kegiatan
usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/ataw
tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakata untuk mengakhiri
Perjanjian ini dan untuk selanjutmya wmasing-masing pihak saling
melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainmyza.

Pesad I8
Lain-Eaiin

Hal-bhal yang belum cukup diatur dalam perjanjiam, akam diatur sebagai
perjanjian tambahan (addendwun) yang merupakan satu kesatuam dam
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.

Semua perselisihan yang timbul dan atau sehubungam dengan perjanjiam
ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaam. Dalam hal ini periu
penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk PN Setempat
guna penyelesaian hukum selanjutmya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup,

masing-masing pihak memegang sate diantaramya sebagai asli dam
mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Passl ®
Penutup

Demikian Peinjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak
membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dart siapapun bersama-
sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA PIHAK FEEDIM

Meterai Meterai

{Nama Jelas TonpoaG&ikagr) | Bkavaa JIRias
Tanpa Gsdler)

(Fabatan) (Jabartasim)

SAKS] PIHAX (I
PTHAX IIT ;

* e (SRR -
(tabatan)

-

- (D -
{(tabatan)

- e (RN - _
{labatan)




f.

Format perjamjiam KSP

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN ....oovvuivrivssmmsar..

Dm‘..“'..OOOQ.OOOOOOOCO

SURAT PERJANJAN KERJASAMA PEMANFAATAN
PEMERINTAH DESA

Nomor : S —
Pada hari inti , tamggal Eulkam Tralhuim . Yang
bertanda tangan di bawah ini.
1. Nama
Jabatam
Alamat
No. KTP
Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutmya disebut PIHAK
PERTAMA
2. Nama
Pekerjaan
Alamat
No. KTP

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadli yang selanjutmya disebut PIHAI
KEDUA

Para pihak menerangkan terlebih dahwlu:

1.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah yang paling berhak penuth dan pemilik sah
sebidang tanah/tengunan Hak Milik yang diuraikan dalam ( nomer
serfifikat tanah )).yeaagt ee Hbd eddodli ((- adriaamea | bevgdiaqpl dddes b davadah
)}, cihan dd iur e idean | dthit | beng jritddd daim ((-———noneergganbba s st —
— ), seluas [( —) (—luas tanah dalam hurnf —)] meter persegi, dengan
batas-batax:

Utara
Selatan
Barat
Timar

‘. - ‘e
T P P p—
—
—

Dan untuk selanjutmya disebut TANAH FBANTUINAN.

Bahwa PIHAKXK FERPAMA akan melakukan Kerjasama Pemanfaatan
TANAHFBAIGHINAN tersebut di atas kepada PIHNK HEEDUA dan PIHAK
KEDWUA benar-benar telah menyatakan persetujuammya untuk melakukam
Kenjmsama Pemanfaatan TANAHFBANGIRNTAN dari PIHAK IFERPAMA .



(1)

2)

3)

1)

2
)

(1)
@
3)

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini HANYA DAPAT DIEAESANANAN
SETELAH MBENDNPAT WINTEERTPUVEIODARRE BRFPATI

. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Kerjasama Pemanfaatan

TANAHBPANINAR ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 8 {delepanj pesxd|, seperti berikut di
bawah ini :

Passll 11
Jangka Wickin
Kegjpasanea Pamarftaatan ini dillangaungican diam ditedins wotik janglks
waktu 15 {lima belas) Tahun, terhitung sejak tamggal ( —tdagggh! bbidan,
dan tahum ——))ddanbserddohirppadatang gahl({-——tanagghl, bivdan, ddart adiwarn
=

Setelah jamgka waktu tersebut berakhir dan PIHAK HEDIM bermaksud
untuk memperpanjang, maks PIHAK HEDIA harus memberitahukan
kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya [[—))(—
waktu dalam hunyf—)] bulan sebelum berakhinmya peijanjian ini.

Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan Kedjasama
pemanfaatan tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendii

Passll 2

Tata Cara Pemboyanem
Blaya Kontritbugi dan Pembsgivm Feadll

Biaya Kontribusi selama 15 (ima belas) tahun ditetapkan sebesar
Rp________ - (besawam rupiah dalem huri) yang dibayarkam oleh PRHAK
KEDUA. Dengan besaran tiap tahummya sebesar :

a- Tahun I sebesar Rip
b. Tahun I sebesar RP
¢. Tahun Iil sebesar Rp
d. dst

Pembagian keuntumgan sebesar _ (persentass} dari Laba bersih,
dibayarkan tiap bulannya melalui rekening Desa no rek..

Pembayaran kontribusi dilakukan tetap setiap tahun selama jm’agka waktu
pengoperasian
Passil 3
Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah/Bangunamn
dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.

Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah/Bangunaen dimaksud menjadi
Kewgjiban Pihak Pertama

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Tanah/Bangunan
yang disebutkan dalamm peijanjian ini benar-benar milik Pihak Pertama,
tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaam, tidak
tersangkut suatu perkara hokum dan belum pernah dijual atau dialihkan
hak-hakmya kepada siapapun juga.



(4) Pihak Pertasna memjamim kepada Pihak Kedua selama peijamjicm bmi
berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tumtutam ataw gugatam
dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah/Bangunan tersebut sebeluam
di sewa oleh Pihak Kedua

Pasall 4
Kewajiban Pilhak Kedua

{1) Pihak Kedua memiliki kewajiban membayar kontribusi tetap setiap tahun
selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian
keuntumgan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening kas desa.

{2) Pihak Kedua memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul
dalara persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan.

(3) Pihak Kedua dilaramg menjamin/menggadaikan Tanah/Bamgunan yamg
dimaksud dalam perjanjian ini-

{4) Pihak Kedua dilaramg merubah bentuk, fungsi dam manfaat atas Aset Desa
yang menjadi Objek Sewa dalam perjanjian ini.

(5) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunam,
selama masa pefjanjian ini menjadi kewajiban Pihak Kedua.

Pasel $
Berakhimym Perjanjjimm

(1) Tujuan Perjanjian telah tercapsi.

(2) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuam dari
Peijanjian ini.

(3} Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Peijanjian ini tidak
dapat dilaksanakam.,

(4} Dibuat Pefjanjian baru ataw peijanjian lain yang menggantikan peijanjian
ini.

(5) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangam

(6) Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau
nashonzll.

(7) Berakhirnya jamgka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Passl 5
Force Majeure

(7) Yang dimeksud dengan fwrce majeure dalamm Peijanjiam ini adalah peristiwa
yang teijadi diluar kendali Pihak Pertama dan Pihak Kedua, termasuk tetapi
tidak terbatas pada bencana alam, huwru-hara, peramg. kerusuham massa,
pemogokan, dan keputusan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yamg
mempengaruhi Tanah/Bangunan Pihak Pertama danfataw Pihak Kedua
yang dimaksud dalam perjanjian ini.

(8) Apabila Tanah/Bamgunam Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang
dimaksud dalam Peijanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapum
karena peristiwa fiwce majeure, maka segala kerugian yang timbul akam
sepenuhnya menjadi beban dan tamggung jawal masing-masing pihalk.



(9) Dallam hal peristiwa force majeure terselbut di atas mengrlkitvaikan lkeg wtan
usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam peijanjian ini ditutup dan/fataw
tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakata untuk mengakhiri
Perjanjian ini dan umtuk selanjutmya masing-masing pihak saling
melepaskan hakmya untuk menuntut pihak lainnya.

Pasel 6
Lain-Lain
(7) Hal-bal yang belum cukup diatur dalam petjanjian, akan diatur sebagai

peijamjian tambahan {addendum) yang merupakam satu kesatuan dap
bagian yang tidak terpisahkam dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.

(8) Semua perselisihan yang timbul dari ataw sechubungan dengan peijanjian ini
akam diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hat ini perlu
penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) guna penyelesaian hulkum selanjutnya.

(9) Demikian Peijanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup,
masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dar
mempumyai kekuatan hukum yang sama.

Pasel 7
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak
membaca dan

rmemahami tanpa paksaan ataw tekanan dari siapapun bersama-sama
menyepakatinya dengan

disaksikan oleh 2 {dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PTHANR FERPAMA PIHAK HEDUA

Meterai Meterai

{(Nama Jelles TaappaGelie) (Nama Jeiles
Tanpa Gedler)

(Jabatan) (Jabatan)

SAKSI PRINK 1 g TAKSI
PIHAKIIL :

e ((BEDES) .
(iabatan)

(jabatan)
. (EOOSNRAKTY )




g. Format petjamjian BGS ataw BSG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN ... ocovcrivrsnriossve..
Dm.v.O.#.OOOOOIOUQQQCOO

SURAT PERJANIAN BANGUN GUNA SERAH
PEMERINTAH DESA
NOMOT ..ot ins s s s ss s s

Bahwa, Pada hari ini , tamggal _____FPwllam Tretun
Yang bertanda tamgan di bawah ini:

1. Nama
Jaibataum
Alamat
No. KTP

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Va1l 3
selanjutmya disebut PIHNK FERPAMA

2. Nama
Pekerjaan =
Alamat -
No. KTP =

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDIA

Para pihak menerangkan terlebih dahwulu:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah
sebidang tamalh Hak Milik yamg diuraikam dalam ( nomer sevtifikat

tanah )} yeangt eehbdeddkddi((- adibamad:tl dvydcbppl dddea it aarad it ———)),
dam diuraikam lebih lanjut dalam ({ —— nomer gambar situasi ),
seluas [( =) (—!luas tanah dalam huruf —)] meter persegi, dengan batas-
batas::

Utara s

Selatan { ¥
Barat . )
Timur o | )

Dan untuk selanjutmya disebut TANAH.

2. Bahwa PIHAK MERPAMA akam memberikan Hak Pembangunan di atas
TANAEE tersebut kepada PIHAK HEDNMA dar PIHAK HEEDUA benar-benar
telah menyatakam persetujuanmya untuk menggunakan Hak Pembangunan
di atas TANAS dari PINAK FERTPAMA



3. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa PIHAK WERTAMA dengan ini
memberikan Hak Bangun Guna Serah kepada PIHAK HEDM. yang dengan
ini memiliki kewajiban untuk mendirikan bangunan di atas TANAM dari
PIHAK FERTAMA, yang ditanda tamgani oleh kedua belah pihak dengan
materei cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.

4. Bahwa PIHAK MEIMM akan mendirikan Bangunan di atas Tanah milik
PIHAK PERTAMA, adapun bentuk dan fungsi bangunan akan dijelaskan
selanjutnya dalam peijanmjian ini.

5. Peijanjian Keijasama Pemanfaatan ini HANYA DAPAT DIDARSANARRN
SETELAH MENDAPNT IINTTERTUHSDARE BRWPNTI.

6. Peijanjian Bangun Guna Serah ini HANYA DAPAT DIDAKSARKKKAN
SETELAH MENDNPAT WNINTTEREVUVEHIODARE BRIFATI.

7. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Bangun Guna Serah TANAH
ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuam
yang diatur dalam 8 (dislapan) peexad) seperti berikut di bawah ini :

Pasl 11
Jangka Waktu

(1} Bangun Guna Serah ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu _
(di isi dengan hurut) Tahun, terhitung sejak tamggal [ ——tanggegh!, bbxdon,
dan tahum —))ddanbsreddthiirppathateanged ] (-——taaggahi, nldan, ddant sdakman

(2) Setelah jamgka waktu tersebut berakhir dan PIHAK HEDUA akan
menyerahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ataw sarana berikut
fasilitasnya kepada PIHAK FERPAMA.

(3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah
tersebut akan ditentukan dalam Surat Peijanjian terseadiri

Pesad 2
Tahapan Pemntueyanan
(1) Tiap tahunmmya PIHAK HEEDUA wajib membayar retribusi ke rekening kas
desa sebesar Rp _______ ([ séiddevgaamhlunuif)

{2) Pembayaran dilakukan secara tramsfer dikirimkan ke rekening BRI an.
(rekening desa)

Pasel 3
Kewajiban Pihak Pertama

(1) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah dimaksud
kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.

(2) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah dimaksud menjadi Kewajiban Pihak
Pertama

(3) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Tanah yang
disebutkan dalam peijanjian ini benar-benar milik Pihak Pertama, tidak
digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaam, tidak tersangkut
suatu perkara hokum dan belum permah dijual atau dialihkan hak-hakmya
kepada siapapun juga.



(4) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua selama perjanjian ini
berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan ataw gugatan dari
siapapun juga berkenaan dengam Tanah tersebut sebelum: di sewa oleh
Pihak Kedua

Pasel 4
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
{1) Pihak Kedua memiliki kewajiban menjaga dengan baik atas Aset Desa yang
menjadi Objek Bangun Guna Serah,segala kerusakam ataupum kehilangan

yang timbul selama masa Bangun Guna Serah menjadi tapggueg jawalb
Pihak Kedua.

(2) Pihak Kedua memiliki Hak untuk mengelola Bangunan dam Fasilitas yang
didirikan di atas Tanah milik Pihak Pertama selama jangka waktu yamg
telah di sepakaiti.

{3) Pihak Kedua memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timmbul dalam
persiapan dan pelaksanaan Ketijasama Pemanfaatam.

(4) Pihak Kedua dilaramg menjamin/menggadaikam Tanah yang dimaksud
dalam perjanjian ini.

(5) Segala biaya retribusi dan lainnya kecwali Pajak Bumt dam Bangunam,
selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban Pihak Kedua

Pex2d IS
Bangunsan & Fasilitas Bempun SheabhGuinna

1. Pihak Kedua akan mendirikan bangunam dan/atau fasilitas di atas Tanah
milik Pihak Pertama, dengan rinciam sebagai berikkutt:

a. Jemis Bangunan :

b. Fungsi Bangunan :

2. I1zin Mendirikan Bangunan atas Tanah Milik Pihak Pertama harus Atas
nama Pemerintah Desa.

Passl &
Berakhimmya Perjanijian

{1) Tujuan Perjanjian telah tercapai.
{2) Salah satu pihak tidak melaksanakam ataw melanggar ketentuam dari
Perjanjian ini.

(3) Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat
dilaksanakamn.

(4) Dibuat Perjanjian baru atau perjanjian lain yang menggantikan perjanjian
ini.
(5) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undamgan

(6) Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah ataw
nasional.

(7) Berakhirnya jamgka waktu Perjanjian Kerjasama ini.



(1)

)

(3)

(1

)

3}

Pasdl T
Force Majeure

Yang dimaksud dengan free majeure dalam Perjanjian ini adalah peristiwa
yang teijadi diluar kendali Pihak Pertama dan Pihak Kedua, termasuk tetapi
tidak terbatas pada bencana alamm, hutu-hara, perang, kerusuhan massa,
pemogokan, dan keputusan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang
mempengaruhi Tanah/Bangunan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua
yang dimaksud dalam perjanjian ini.

Apabila Tanah/Bangunan Pihak Pertama dan/ataw Pihak Kedua yang
dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun
karena peristiwa force majeuwre, maka segala kerugian yang timbul akan
sepenuhnya menjadi beban dan tamggung jawab masing-masing pihak

Dalam hal peristiwa force majeure tersebut di atas mengakibatkan kegiatan
usaha Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan /atau
tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakata untuk meagakhiri
Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing plhak saling
melepaskan hakmya untuk menuntut pihak lainnya.

Pasxl 88
Lain-Lain

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai
perjanjian tambahan (addendum)} yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.

Semua perselisihan yang timbul dari ataw sehubungan dengan perjanjian
ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini perlu
penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) guna penyelesaian hukwm selanjutmya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup,
masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagei asli dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pasll ®

Penutup
Demikian Perjanjian Kaijasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak
membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanam dari siapapun bersama-
sama menyepakatinya dengam

disaksikan oleh 2 {dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PTHAK MBRIPAMA PIHAK FEEDUA

Meterai Meterai

(Nama Jellas TanppaGelalgr) (Nama Jelzss
Tanpa Sedten)

(Jabatan) (Jabatan)

SAKS] PIHAK 1 FACSI
PIHAK IT: «

(RS .

i
- () :
(d=bedan)

- (MONOENSTARAICAT) =
(fetieian)




h. Format Berita Acara dan Kgputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset
Desa

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA\...........c.....
NOMIORR ... e e
TAHUMN. ........ceever s

Pada ... Tanggal ..... kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku
Pengurus Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa

Adiapun  hasil pengecekam/penelitan atas aset tersebut
semua/seibahagianmya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat
dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa,
sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang
akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari
Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Benta Acara ini kami buat dengan sebenammya dan
disampaikan kepada Kepala Desa .............. untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA Yang Bertandatangan dibawah ini :
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa Pengurus Aset Desa,



Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KEPALA DESA. .........(Nama Deas))

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA.........(Nama Desxsy).

bahwa barang wmilik Pemerimiah Desa yang
rusak berat dan tidak efesien lagi
penggunaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu
dihapuskan dari Buku [nventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa
Pemerintah Dess..........;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dessa. ... oeeo-

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentamg
Desa (Lemibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambaham Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
Peraturam Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentamg Peraturan Pelaksanaan Undamg-
Undamg Nomor 6 Tahun 2014 tentamg Desa
(Lemibaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Rdperbliitik [hddanstaa Nbawor 5539
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubaham
Kedua Atas Peraturam Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tadbum 22034 teetaapg
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undamg
Nomeor 6 Tahun 2014 tentamg Desa (Leambaran
Negara Rd&paphibitik Iinttaresie TRRhan 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 6321);

Peraturam Pemerintah Nomor 60 Tahum 2014
tentamg Dana Desa Yang Bersumber Dani
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lemibaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Réapbililkik Ihndovesiia Noonoor  5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturam Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentamg Perubaham
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentamg Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5864):

4. Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

Memperhatikan 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik
Desa Pemerintah Desa ................. Nomor :
R -1 ) 11T | SO

MEMUTUSIKAN:

Memetapkan

KESATU Mengihapus dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah
Desa .......... yang beralin kepemilikan, musnah,
dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik
Pemerintah Desa........coomreme.e sebagaimana
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada

tamggal ditetapkam.

Ditempm dil EE L L R S )
pada tanggal. .. rer e,

KEPALA DESA.........(Nama Desg)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkai)

Keterangam:

Alasan penghapusan beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecuriam,
terbakar dipilih sesuai dengan kondisi kejadian di Desa sesuai hasil
musyawarah Desa yang tercatat dalam berita acara penghapusan aset Desa



LAMPIRAN >
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR........ TAHUN...............

TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No Jenis Barang Kode Register Identitas Asal Usui Barang Tahun Nilali Ket.
Barang Barang APBDesa Perolehan Aset/ Perolehan  Perolehan
Lain Yg Sah  Kekayaan
Asli Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1
2.
3.
4.
KEPALA DESA........... (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



J-

Format Buku Inventaris Aset Desa

Kode Lokasi Desa :

No Jenis Barang Kode Register
Barang

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.
MENGETAHUI :

BUKU INVENTARIS ASET DESA

Identitas Asal Usui Barang Tanggal Nilai Ket.
Barang APBDesa Perolehan Aset/ Perolehan/ Perolehan
Lain Yg Sah  Kekayaan Pembelian
Asli Desa
5 6 7 8 9 10 11

PENGURUS ASET DESA

SEKRETARIS DESA Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa



k. Format berita acara opname Amk

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN ......ociiisiesivnna..

Dm‘OOO.CCO‘C LA LA LA L L L L

Pada hari ini, ........... . tamggal .. - bulan .................. tahum
rmsrms sy KN yang bertandatamgam dl bawah ini:
1. Nama AT ——
Jabatan Mumﬁm%&M«umewmm
2. Nama AT —
Jabatan F&Emgums Aset Desa
sesuai Keputusan Kepala DeEsga ... s s e s oo NODROOT 5. — ..{1apgghl

wernmsrnsnmsnnsnoss RCTVEBIE oot eons s cons s coms s s s e " telah mengadakan opname fisik
persediaan barang pada pemerintah desa .............. dengan hagil
sebagaimana rekapitulasi persediaan barang terlampir.

Berita Acara ini kami buat ramgkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

MENGETAHUI
KEPALA DESA......cccouvsivivany 1. (Nama) ' (Tanda Tangam)

2. {Nama} : (Tanda Tangam)




REKAPITULASIPERSEDIAAN BARANG

Lampiran

No. Nama Barang Jumlah Harga Jumlah Ket.
Barang Satuan Harga
1 2 3 4 5 6
Jum ah RB:
MENGETAHUI
KEPALA DESA ..o , 1. (Nama) : (Tanda Tangan)

(ceerreerreee e ) 2. (Nama) : (Tanda Tangan)
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KARTU IDENTITAS BARANG (KIB) L
ASET TIDAK BERWUJUD

NO. KODE LOKASI:

Nomor Asal usul Nilai
Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pengadaan Judul/Nama Pencipta Spesifikasi Kondisi Cara Perolehan Ket.
Kode Barang Register perolehan (Rp)
02 03 04 05 06 07 08 09 10 n 12
] y rereeean anad
SEKRETARIS DESA PETUGAS ASET DESA

Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa



Kabupaten
Provinsi
Kecamatan
Desa
Ruangan

No. Urut

Nama
Barang /
Jenis
Barang
2

: Banggai
: Sulawesi Tengah

Merk / Model

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

No.
Seri
Pabrik
4

KARTU
Ukuran Bahan
5 6

Tahun
Pembuatan/
Pembelian

INVENTARIS RUANGAN

No. Kode

Barang

8

Jumlah Harga
Barang/ Belli
Register Perolehan

9 10

No. Kode Lokasi:

Keadaan Barang

Baik (B) Kurang Baik (KB)
1 12

PETUGAS ASET DESA

Rusak Berat (RB)
13

Keterangan

14



1. Format laporam Aset Desa semesteram dam tahuman

PERIODE L JANUART - 30 JUNI 20... [wml JANUARI-31 m“ 20..... (TAHUNAN)

LAPORAN ASET DESA SEMESTERAN /TAHUMAN
PEMERINTAH DESA................ KECAMATAN ........o0000m

KEPALA DESA.............

| asi Berita Acara Serah Terina
Dokumen (SPK/Nota Pesamzo) Harga Juwnmlalh .
Pekerjaam
Nama/Jemis Barang Jumiah Baramg i Kel.
" e s (Merk/Type) Satuam Herge Nomor Tgl
3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
e
—- 20 .........



